
 
 

BUPATI  TANAH  BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATITANAH BUMBU 

NOMOR 44 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJAUNSUR-UNSUR 

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang  :  a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati 

Nomor 43Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah, perlu menyusun tugas, fungsi, uraian 
tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Sekretariat 

Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur 
Organisasi Sekretariat Daerah; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah  beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1543); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 
Nomor 13); 

8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2019 Nomor 43); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN 
TUGAS DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah 

Bupati Tanah Bumbu. 

5. Pimpinan adalah Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, 
Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. 

5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu. 

7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu. 

8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu. 

9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat 

DaerahKabupaten Tanah Bumbu. 

10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu. 

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

 

BAB II 
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

SEKRETARIAT DAERAH  

 
Bagian Kesatu 

Sekretariat Daerah 
 

Pasal 2 

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 
administratif terhadap pelaksanaan tugasPerangkat Daerah 

serta pelayanan administratif. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 



a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil 

Negara pada Instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 

a. merumuskan visi, misi tujuan organisasi Sekretariat 
Daerah; 

b. menyusun program pelaksanaan tugas Sekretariat 
Daerah; 

c. menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah; 

d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

e. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di 

bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang 
meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; 

f. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di 

bidang perekonomian dan pembangunanyang meliputi 
perekonomian, SDA, administrasi pembangunan, 
pengadaan barang dan jasa; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan di 
bidang administrasi umum yang meliputi umum, 

organisasi,protokol dan komunikasi pimpinanserta 
perencanaan dan keuangan; 

h. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif 

kepada seluruh Perangkat Daerah; 

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait; 

j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Pemerintah Daerah;dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
sesuai dengan bidang tugas. 

(4) Unsur-unsur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan 

c. Asisten Administrasi Umum. 

 
Bagian Kedua 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 
 

Pasal 3 

 



(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmempunyai 
tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan 

kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan 
pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 

kesejahteraan rakyat. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyatmempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan 
dan hukum; 

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang 
kesejahteraan rakyat; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pemerintahan dan hukum; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 
diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian 
tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;  

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi 
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya 
aparatur di bidang pemerintahan, hukum dan 

kesejahteraan rakyat;  

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. menyusun program pelaksanaan tugas; 

b. menyusun kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan 
hukum; 

c. melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan 
daerah di bidang kesejahteraan rakyat 

d. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan 
kesejahteraan rakyat; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum; 

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 
dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

kesejahteraan rakyat; 

g. melaksanakan penyiapan pelaksanaan pembinaan 

administrasi pemerintahan dan pembangunan serta 
sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum 
dan kesejahteraan rakyat; 



h. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif 
kepada seluruh Perangkat Daerah sesuai bidang 

tugasnya; 

i. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi urusan 

perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki; 

j. memberikan saran pertimbangan dan telaahan kepada 
atasan sesuai bidang tugasnya; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas;dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4) Bagian pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyatterdiriatas: 

a. Bagian Pemerintahan; 

b. Bagian Hukum;dan 

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 
 

Paragraf 1 
Bagian Pemerintahan  

 

Pasal 4 
 

(1) Bagian Pemerintahanmempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan 
administrasi di bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, 
kerjasama dan otonomi daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah dan pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi 
pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan 

otonomi daerah; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, 

administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan 

administrasi di bidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; 
dan 



f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Pemerintahan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, 

kerjasama dan otonomi daerah; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah    di 
bidang administrasi pemerintahan, administrasi  

kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang  administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 

kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; 

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, 
administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan 
pedoman/petunjuk teknis kegiatan  administrasi 
pemerintahan, administrasi  kewilayahan, kerjasama dan 

otonomi daerah; 

g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di   bidang administrasi 
pemerintahan, administrasi  kewilayahan, kerjasama dan 
otonomi daerah; 

h. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan 
administratif kepada seluruh Perangkat aerah di bidang 
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, 

kerjasama dan otonomi daerah; 

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait di bidang tugasnya; 

j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporanpelaksanaan tugas; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas 

(4) Bagian Pemerintahan terdiri dari : 

a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; 

b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan 

c. Sub Bagian Kerjasamadan Otonomi Daerah. 
 

Pasal 5 

 
(1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 



program, pengoordinasian danpelaksanaan kegiatan di bidang 
administrasi pemerintahan; 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi 

pemerintahan; 

b. menyiapkan bahan dan menyusunan pedoman/petunjuk 
teknis pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

administrasi pemerintahan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah d 
bidang administrasi pemerintahan; 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang 
administrasi pemerintahan; 

f. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di 
bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan 
bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban 

umum dan perlindungan masyarakat; 

g. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; 

h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi 
pemerintahan; 

i. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi 
pemyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan 
kelurahan; 

j. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan hari jadi Daerah dan 
hari besar nasional; 

k. menghimpun dan melaksanakan pengelolaan data di 

bidang administrasi pemerintahan; 

l. menyiapkan bahan, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang 
administrasi pemerintahan; 

m. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal 6 

 

(1) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 

program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang administrasi kewilayahan. 



(2)  Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Administrasi Kewilayahan mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang  administrasi 
kewilayahan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di 

bidang  adiministrasi kewilayahan; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan 
pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan  

administrasi kewilayahan; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan 

administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 
administrasi kewilayahan; 

e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, 

penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah 
kecamatan dan/atau kelurahan; 

f. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, 
kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau 
pemindahan ibukota kecamatan; 

g. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah; 

h. menyiapkan bahan penetapan kode dan data 
kewilayahan; 

i. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian 
kewenangan kepala daerah kepada camat; 

j. melaksanakan pemantauandan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan; 

k. menghimpun, mengolah data dan koordinasi  kegiatan 

penataan wilayah; 

l. menyiapkan bahan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan pemerintahan kabupaten di 

bidang administrasi kewilayahan; 

m. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 7 
 

(1) Sub Bagian Kerjasamadan Otonomi Daerah mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang kerjasama dan otonomi daerah. 

(2)  Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerahmempunyai 
uraian tugas sebagai berikut: 



a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang kerjasama dan 

otonomi daerah; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di 

bidang kerjasama dan otonomi daerah; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis pelaksanaan kegiatan  kerjasama dan otonomi 

daerah; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang  

kerjasama daerah dan otonomi daerah; 

e. menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah (LPPD); 

f. menyusun bahan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah; 

g. menghimpun informasi laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah (ILPPD); 

h. melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan 
minimal (SPM) organisasi Perangkat Daerah; 

i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses 

pengusulan, pengangkatan, pemberhentian Bupati  dan 
wakil Bupati; 

j. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati  dan wakil 

Bupati; 

k. menyusun bahan laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) 

Bupati; 

l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan 
pelaksanaan pemilihan umum; 

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses 
administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan 
anggota legislative; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang kerjasama dan otonomi 

daerah; 

o. menghimpun dan melaksanakan pengelolaan data di 
bidang kerjasama dan otonomi daerah; 

p. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil 
kerja sama daerah di dalam dan luar negeri; 

q. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah 
Daerah; 

r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerjasama 

daerah di dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh 
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah 
kabupaten/kota; 

s. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
kerjasama daerah di dalam dan luar negeri; 



t. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan 
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 

kerjasama dan otonomi daerah; 

u. melaksanakan fasilitasi, evaluasi dan koordinasi 

pelaksanaan kegiatan kerjasama antar instansi 
pemerintah dan non pemerintah; 

v. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 

w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
Paragraf 2 

Bagian Hukum 

 
Pasal 8 

 
(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 
bidang perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, 

dokumentasi dan informasi.  

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bagian Hukum mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, 

dokumentasi dan informasi hukum; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum 

HAM,  dokumentasi dan informasi hukum; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, 
bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi 
hukum; 

d. penyiapan bahan pelaksanaaan pemantauan dan evaluasi 
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta 

dokumentasi dan informasi hukum;dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Hukum mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang  
perundang-undangan,bantuan hukum, HAM, 

dokumentasi dan informasi; 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di 
bidang perundang-undangan, bantuan hukum, HAM, 

dokumentasi dan informasi hukum; 



c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, 

bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi hukum 

d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 

teknis pelaksanaan kegiatan perundang-undangan, 
bantuan hukum, HAM,dokumentasi dan informasihukum; 

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, 
bantuan hukum, HAM, dokumentasi dan informasi 
hukum; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
perumusan produk hukum daerah; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelaahan 
peraturan perundang-undangan; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan 

dokumentasi, penyebarluasan dan penyuluhan produk-
produk hukum; 

i. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum 
serta konsultasi kepada semua unsur pemerintah daerah; 

j. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 

kegiatan di bidang bantuan hukum dan konsultasi; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di 

bidang perundang-undangan, bantuan hukum, 
dokumentasi dan informasi; 

l. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan 
administratif kepada seluruh perangkat daerah di bidang 
perundang-undangan dan bantuan hukum; 

m. melaksanakan  koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait di bidang tugasnya; 

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas. 

(4) Bagian Hukum terdiri dari: 

a. Sub Bagian Perundang-undangan; 

b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan 

c. Sub BagianDokumentasi dan Informasi. 

 

Pasal 9 
 

(1) Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas 
menyiapkan bahanperumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang perundang-undangan. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) di atas, Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut : 



a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang perundang-

undangan; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di 

bidang perundang-undangan; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun  pedoman/petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perundang-

undangan; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan 
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 

perundang-undangan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah; 

f. melaksanakan harmonisasi dan sinkroniasi produk 
hukum daerah; 

g. menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses 

penetapan peraturan daerah; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa serta 

kajian produk hukum daerah; 

i. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum 
daerah; 

j. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan 
autentifikasi produk hukum daerah; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

produk hukum daerah; 

l. melaksanakan koordinasi penyusunan produk hukum 

daerah dan program pembentukan peraturan  daerah; 

m. menghimpun dan mengolah data penyusunan produk 
hukum daerah; 

n. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan 
mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan 
perundang-undangan; 

o. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

 

Pasal 10 
 

(1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan 
pemberian bantuan hukum dan penangan Hak Azasi Manusia 

(HAM); 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) di atas, Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  



a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang bantuan hukum dan 

HAM; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di 

bidang bantuan hukum dan HAM; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun  pedoman/petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang bantuan 

hukum dan HAM; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan 
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 

bantuan hukum dan HAM; 

e. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

f. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi 
hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan 

hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa 
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan; 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam 
penanganan perkara hukum; 

h. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan 

perlindungan hak asasi manusia (HAM); 

i. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal 
opinion); 

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil 
penanganan perkara sengketa hukum; 

k. menghimpun dan mengolah data kegiatan pemberian 
bantuan hukum dan penanganan HAM; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang 

bantuan hukum dan HAM; 

m. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun surat 
kuasa, surat mediasi, kronologis,surat gugatan, jawaban 

gugatan replik dan duplik serta alat-alat bukti serta 
pledoi, penyusunan kontra memori, banding/kasasi, 

peninjauan kembali (PK), grasi dan upaya hukum lainnya; 

n. menyiapkan bahan untuk melaksanakan gelar perkara 
permasalahan hukum kepada semua unsur pemerintah 

kabupaten; 

o. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan konsultasi 

dan bantuan hukum Pemerintah Daerah dalam hal 
penanganan perkara perdata Pemerintah Daerah dan Tata 
Usaha Negara; 

p. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan 
mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan 
pemberian bantuan hukum dan HAM; 

q. melaksanakan koreksi terhadap Memory Of 
Understanding (MoU)/Kesepakatan Bersama dan 

Perjanjian Kerjasama Daerah; 

r. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan hukum dan 
HAM; 



s. menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan Rencana Aksi 
HAM dan Kabupaten Peduli HAM; 

t. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi/lembaga 
terkait pemberian bantuan hukum; 

u. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan  pemberian 
bantuan hukum; 

v. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 

w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya 

Pasal 11 
 

(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.  

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di atas, Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang dokumentasi dan 

informasi hukum; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di 

bidang dokumentasi dan informasi hukum; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun  pedoman/petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang dokumentasi 

dan informasi hukum; 

d. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan 
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 

dokumentasi dan informasi hukum; 

e. melaskanakan inventarisasi dan dokumentasi produk 

hukum daerah dan peraturan perundang-undangan 
lainnya; 

f. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai 

bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah; 

g. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum; 

h. memberikan pelayanan administrasi informasi produk 
hukum; 

i. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi 
produk hukum daerah maupun peraturan perundang-
undangan lainnya; 

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap 
dokumentasi dan informasi produk hukum daerah; 



k. menghimpun dan mengolah data dokumentasi dan 
publikasi hukum, bahan penyusunan publikasi hukum 

dan produk-produk hukum; 

l. menyiapkan bahan pengolahan dokumentasi dan 

publikasi hukum; 

m. menyiapkan bahan dan mengatur distribusi penyebaran 
dokumentasi produk-produk hukum; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

o. menghimpun penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN); 

p. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan 

mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan kegiatan 
dokumentasi dan informasi hukum; 

q. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten di bidang 
dokumentasi dan informasi hukum; 

r. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya 

 

Paragraf 3 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 
 

Pasal 12 

 
(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial 
dan kesejahteraan masyarakat.  

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi 
sebagai berikut: 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakandaerah di bidang keagamaan, kesejahteraan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebiajkan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginakan dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 



keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang 
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan 

sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan 

sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 

teknis pelaksanaan kegiatan di bidang keagamaa, 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 

e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan 
kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 
masyarakat; 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di 
bidang tugasnya; 

g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas 

(4) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 

a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual; 

b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 

c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat. 
 

Pasal 13 
 

(1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang bina mental spritual. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di atas, Sub Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang bina mental spritual; 



b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan 
daerah di bidang bina mental spritual; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang bina mental 

spritual; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina 

mental spritual; 

e. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan  pembinaan 
kegiatan di bidang bina mental spritual; 

f. menyiapkan data terkait  sarana peribadatan, sarana 
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang 
berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana 
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

h. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait 
dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana 

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

i. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di 
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan; 

j. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di 
bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan; 

k. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan 

perumusan kebijakan daerah bidang lembaga dan 
kerukunan keagamaan; 

l. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman 

pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat 
beragama; 

m. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja 

sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat 
beragama; 

n. menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan 
serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan 
program pembinaan umat beragama dan kerjasama antar 

lembaga keagamaan; 

o. menghimpun dan mengolah data sarana peribadatan, 

sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

p. melaksanakan pengawasan dan evaluasi realisasi 
pelaksanaan kegiatan sarana peribadatan, sarana 

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 

q. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya; 



Pasal 14 
 

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 

program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang kesejahteraan sosial. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian 
tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di 

bidang kesejahteraan sosial; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan 

sosial; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas PerangkatDaerah di bidang 
kesejahteraan sosial; 

e. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, 
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 

f. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, 
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 

g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang 

sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk 

dan keleuarga berencana; 

h. menyiapkan bahan pelayanan administrasi 
penyelenggaraan urusan pemerintah bidang  sosial, 

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan 

keleuarga berencana; 

i. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program 
transmigrasi kepada masyarakat; 

j. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan 
transmigrasi; 

k. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta 

fasilitasi perpindahan transmigrasi; 

l. melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigrasi; 

m. melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon 
transmigrasi dari daerah asal ke transito kabupaten, 
provinsi dan lokasi transmigrasi; 



n. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan 
bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas, kelompok 

masyarakat dan individu atau keluarga; 

o. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan hibah  bantuan sosial kepada 
badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan 
individu atau keluarga; 

p. menghimpun dan mengolah data di bidang sosial, 
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 

q. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan 

ketetapan Bupati dalam rangka peningkatan 
kesejahteraan sosial; 

r. menyiapkan bahan telaahan dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan sosial; 

s. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi 

permasalahan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial, 
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 

t. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya 

 

Pasal 15 
 

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakatmempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang kesejahteraan masyarakat; 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan 
masyarakat; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan 

daerah di bidang kesejahteraan masyarakat; 

c. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan 

masyarakat; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
kesejahteraan masyarakat; 



e. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan, 

olahraga, pariwisata dan kegitan kemasyarakatan; 

f. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan dan 
olahraga, bidang pariwisata dan  kegitan kemasyarakatan; 

g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang  
kepemudaan dan olahraga, bidang pariwisata  dan kegitan 
kemasyarakatan; 

h. menyiapkan bahan pelayanan administrasi 
penyelenggaraan urusan pemerintah bidang  kepemudaan 

dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan lainnya; 
i. melaksanakan fasilitasi akomodasi, konsumsi dan 

pengawalan pemberangkatan dan penjemputan haji. 

j. melaksanakan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dalam 
rangka memperingati wafatnya tokoh masyarakat dan 

ulama; 

k. melaksanakan fasilitasi kegiatan safari pimpinan ke 
masyarakat; 

l. menghimpun dan mengolah data terkait kegiatan di 
bidang kesejahteraan masyarakat; 

m. melaksanakan fasilitasi dan telaahan urusan hibah di 

bidang kesejahteraan masyarakat; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait realisasi 

pelaksanaan urusan hibah di bidang kesejahteraan 
masyarakat; 

o. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian santunan kepada 

masyarakat; 

p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi 
permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat; 

q. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

 
Pasal 16 

 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunanmempunyai tugas 
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan 

daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di 
bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi 
pembangunan, pengadaan barang dan jasa. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di  bidang 

perekonomian, sumber daya alam, administrasi 
pembangunan, pengadaan barang dan jasa; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang perekonomian, sumber daya alam, administrasi 
pembangunan, pengadaan barang dan jasa; 

c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan 

barang dan jasa; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

di bidang pengadaan barang dan jasa; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak 

diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian 
tujuan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya 

alam dan administrasi pembangunan; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan 

daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, 
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; 

c. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya 
alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan 
jasa; 

d. menyusun kebijakan daerah di bidang pengadaan barang 
dan jasa; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa; 

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 
dampak yang tidak dinginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber 
daya alam; 

g. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administratif 
kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 
perekonomian,sumber daya alam, administrasi 

pembangunan, pengadaan barang dan jasa; 

h. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi urusan 

Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki; 

i. memberikan saran pertimbangan dan telaahan kepada 
atasan sesuai bidang tugasnya; 



j. melaksanakan  koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait di bidang tugasnya; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya 

(4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas : 

a. Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi 
Pembangunan; dan 

b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

 

Paragraf 4 

Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan 
 

Pasal 17 

 
(1) Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan 

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan 
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang perekonomian, SDA dan 
administrasi pembangunan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi 
Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang perekonomian, SDA dan administrasi 
pembangunan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang perekonomian, SDA dan 
administrasi pembangunan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kabijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi 
pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, 
SDA dan administrasi pembangunan;dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2),  Bagian Perekonomian, SDA dan 
Administrasi Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan 
pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

perekonomian, sumber daya alam dan administrasi 
pembangunan; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian, 
sumber daya alam dan administrasi pembangunan; 



c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang  perekonomian, SDA dan 

administrasi pembangunan; 

d. menyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang perekonomian, SDA dan administrasi 
pembangunan; 

e. menyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kabijakan, 
dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi 
pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, 

SDA dan administrasi pembangunan; 

f. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan pembinaan BUMD dan  BLUD; 

g. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian; 

h. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro 

kecil; 

i. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan penyusunan dan pengendalian program; 

j. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan evaluasi dan pelaporan program pembangunan; 

k. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan, 
kelautan dan perikanan; 

l. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan sumber daya alam pertambangan dan 
lingkungan hidup; 

m. melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan 
kegiatan sumber daya alam energi dan air; 

n. melaksanakan  pelayanan administratif dan  pembinaan 

kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 
perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber 

daya alam; 

o. melaksanakan  koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait di bidang tugasnya; 

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas; 

(4) Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan 

terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perekonomian; 

b. Sub Bagian SDA; dan 

c. Sub Bagian Administrasi Pembangunan. 
 

 



Pasal 18 
 

(1) Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, 

pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 
perekonomian. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) di atas, Sub Bagian Perekonomianmempunyai uraian 
tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 

teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

perekonomian; 

d. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan 

teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

e. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan  Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD); 

f. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja  

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD); 

g. melakukan monitoring dan evaluasi  Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD); 

h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi penyusunan pedoman 
dan petunjuk teknis penyertaan modal untuk 
pengembangan investasi daerah dan BUMD; 

i. melakukan analisa dan menyusun rencana 
pengembangan investasi daerah; 

j. melaksanakan monitoring dan  evaluasi terhadap 
pelaksanaan permodalan perekonomian daerah, 
pengembangan investasi daerah, BUMD dan BLUD; 

k. menghimpun dan mengelola data laporan kegiatan 
pengembangan investasi daerah dan  lembaga 

perekonomian; 

l. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelayanan 
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 

pengembangan investasi daerah, BUMD dan BLUD; 

m. menyiapkan bahan, data serta analisa pengembangan 
pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan 

perdagangan; 

n. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan 

pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan 
perdagangan; 



o. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata, 

koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan; 

p. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 

pedoman umum pengembangan pariwisata, koperasi, 
UMKM, perindustrian dan perdagangan; 

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, 
perindustrian dan perdagangan; 

r. memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan 

pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan 
perdagangan; 

s. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

 

Pasal 19 

 
(1) Sub Bagian SDAmempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian 

dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya alam 
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,  

pertambangan, lingkungan hidup,  energi dan air. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian SDAmempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang  sumber daya alam  
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,  

pertambangan, lingkungan hidup,  energi dan air; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 

teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya 
alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,  
pertambangan, lingkungan hidup,  energi dan air; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan 
perikanan,  pertambangan, lingkungan hidup,  energi dan 
air; 

d. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber 
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,  
pertambangan, lingkungan hidup,  energi dan air; 

e. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber 
daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,  

pertambangan, lingkungan hidup,  energi dan air; 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam  



pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,  pert 
ambangan, lingkungan hidup,  energi dan air; 

g. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan 
pedoman umum kegiatan  sumber daya alam  pertanian, 

kehutanan, kelautan dan perikanan,  pertambangan, 
lingkungan hidup,  energi dan air; 

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 

di bidang  sumber daya alam  pertanian, kehutanan, 
kelautan dan perikanan,  pertambangan, lingkungan 
hidup,  energi dan air; 

i. memfasilitasi dan pembinaan di bidang  sumber daya 
alam  pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,  

pertambangan, lingkungan hidup,  energi dan air; 

j. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 20 
 

(1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 

bidang administrasi pembangunan. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Administrasi Pembangunanmempunyai 

uraian tugas sebagai berikut:  
a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi 

pembangunan; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 

teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi 
pembangunan; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta 

fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
administrasi pembangunan; 

d. menyusun dan mempersiapkan pengoordinasian rencana 
kegiatan penyusunan, pengendalian program 
pembangunan daerah; 

e. menyusun bahan kebijakan dalam rangka 
mempersiapkan program pembangunan daerah;  

f. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta 
agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan 

daerah; 

g. menyusun  pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 
pelaksanaan dalam rangka penyusunan program, 



pengendalian program, monitoring, dan evaluasi 
pelaksanaan  program pembangunan daerah; 

h. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, 
provinsi, antar kabupaten serta pihak swasta dalam 

rangka sinergitas program pembangunan daerah; 
i. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak untuk 

mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat 

pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah 
maupun swasta;  

j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan 

program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko 
dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran 

program pembangunan daerah; 
k. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka 

penyusunan program pembangunan daerah; 

l. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik 
oleh lembaga pemerintah maupun swasta; 

m. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam 
rangka mengembangkan akses pembangunan daerah; 

n. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka 

pengendalian pelaksanaan program pembangunan; 
o. melaaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun 

pelaporan pelasaksanaan program pembangunan daerah; 

p. menyusun rencana monitoring, pelaporan program dan 
pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; 

q. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program 
pembangunan daerah; 

r. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti 
hasil temuan monitoring dan evaluasi program 
pembangunan daerah; 

s. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi 
pelaksanaan program pembangunan daerah; 

t. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan 
perumusan kebijakan program pembangunan daerah; 

u. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 
v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya; 

 

Paragraf 5 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

 

Pasal 21 

 
(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan 
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan 
secara elektronik, pembinaan dan advocasi pengadaan barang 

dan jasa. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan 
advokasi pengadaan barang dan jasa; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan 
jasa,pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

dan jasa; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang 
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

dan jasa 

e. pembentukan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa 

pemerintah;dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengelolaan 
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ); 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 
(PBJ), pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE), Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan 
Jasa (PBJ); 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas PerangkatDaerah di bidang 
pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), 

pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 
(PBJ); 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan 
pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan 
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan 

pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; 



g. menyiapkan bahandan menyusun rancangan kebijakan 
daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pengadaan barang/jasa pemerintah; 

h. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan mengawasi 

kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah; 

i. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan 
barang/jasa Pemerintah; 

j. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa 
yang telah dilaksanakan oleh Pokja kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen; 

k. melaksanakan pembentukan dan pengoordinasian 
pelaksanaan tugas kelompok kerja (pokja) pengadaan 

barang/jasa pemerintah; 

l. melaksanakan  koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait di bidang tugasnya; 

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas.  

(4) Bagian PengadaanBarang dan Jasa terdiri dari: 

a. Sub Bagian Pengelolaan PBJ; 

b. Sub Bagian Pengelolaan LPSE; dan 

c. Sub Bagian Pembinaan dan advokasi PBJ. 

 
Pasal 22 

 
(1) Sub Bagian Pengelolaan PBJmempunyai tugasmenyiapkan 

bahan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan 

pengoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Pengelolaan PBJmempunyai uraian tugas 
sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan di 
bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa; 

b. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk 

teknis di bidang  pengelolaan pengadaan barang/jasa; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 

fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
pengadaan barang/jasa; 

d. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan 

barang/jasa; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan riset dan analisis 
pasar barang/jasa; 

f. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan 
barang/jasa; 



g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) 
pengadaan barang/jasa pemerintah; 

h. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen pemilihan 
beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang 

dibutuhkan; 

i. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog 
elektronik lokal/sektoral.; 

j. melaksanakan fasilitasi/pendampingan penyusunan 
perencanaan dan pengelolaan dokumen kontrak 
pengadaan barang/jasa pemerintah; 

k. melaksanakan analisis perencanaan dan usaha 
pengurangan biaya pengadaan barang/jasa pemerintah; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta 
evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemilihan 

penyedia barang/jasa; 

n. menyiapkan bahan dan membentuk kelompok kerja(pokja) 

pengadaan barang/jasa pemerintah; 

o. menyiapkan bahan atau dokumen yang dibutuhkan 
kelompok kerja (pokja) dalam pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa; 

p. menghimpun, menelaah data dan informasi yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun rancangan kebijakan 

daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
pengadaan barang/jasa; 

r. menghimpun dan menyusun laporan hasil pemilihan 

penyedia barang/jasa; 

s. melakukan pengadaan, pengembangan sarana dan 
prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan 

barang/jasa; 

t. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 

u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugas 

Pasal 23 
 

(1) Sub Bagian Pengelolaan LPSEmempunyai tugasmenyiapkan 

bahan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis dan 
pengoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan layanan 
pengadaan secara elektronik.  

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Pengelolaan LPSEmempunyai uraian tugas 

sebagai berikut:  



a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan di 
bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

b. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk 
teknis penyelenggaraan pengelolaan layanan pengadaan 

secara elektronik; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidangpengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; 

d. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi 
pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem 

pengadaan secara elektronik) dan infrstrukturnya; 

e. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik; 

f. menghimpun, menelaah data dan informasi yang 
berhubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah 

secara elektronik; 

g. menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa 

yang telah dilaksanakan oleh Pokja kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen; 

h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan 

verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 

i. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan 

sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; 

j. melaksanakan pengembangan sistem informasi 

pengadaan barang/jasa pemerintah;  

k. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi pengadaan 
barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas; 

l. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak pengadaan 
barang/ jasa; 

m. melaksanakan pengelolaan informasi manajemen 

barang/jasa hasil pengadaan; 

n. melaksanakan penyusunan laporan seleuruh kegiatan 

hasil pengadaan barang/jasa; 

o. melaksanakan monitoring dan evaluasi  seluruh kegiatan 
pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan 

dokumen kontrak; 

p. menghimpun data dan informasi daftar rekanan penyedia 

barang/jasa pemerintah; 

q. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 24 



 
(1) Sub Bagian Pembinaan dan advokasi PBJ mempunyai 

tugasmenyiapkan bahan penyusunan program, pedoman, 
petunjuk teknis dan pengoordinasian kegiatan pembinaan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa. 

(2)  Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Pembinaan dan advokasi PBJ mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program kegiatan di 
bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

b. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk 

teknis penyelenggaraan pembinaan dan advokasi 
pengadaan barang/jasa pemerintah; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 

fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidangpembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pelaku 
pengadaan barang/jasa pemerintah serta pembinaan 
hubungan dengan pemangku kepentingan; 

e. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan 
pengadaan barang/jasa; 

f. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat 

kematangan pengadaan barang/jasa; 

g. melaksanakan analisis beban kerja dan pengelolaan 

personil pengadaan barang/jasa; 

h. melaksanakan pengembangan sistem insentif personel 
pengadaan barang/jasa; 

i. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi 
layanan pengadaan secara elektronik; 

j. melaksanaka pengelolaan dan pengukuran kinerja 

pengadaan barang/jasa pemerintah; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, 

pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan 
barang/jasa pemerintah; 

l. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, 

dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem 
informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; 

m. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak 
melalui mediasi; 

n. menghimpun dan mengelola  daftar penyedia barang/jasa 

yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku kedalam daftar hitam serta 

melaporkannya kepada LKPP; 

o. melaksanakan pematauan dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa; 



p. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Keempat 
Asisten Administrasi Umum 

 

Pasal 25 
 

(1) Asisten Administrasi Umummempunyai tugas membantu 
sekretaris daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan 
kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan kebijakan 

daerah di bidang umum, organisasi, protokol, komunikasi 
pimpinan, perencanaan dan keuangan;   

 
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Asisten Administrasi Umummempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, organisasi, 
protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan dan 

keuangan; 

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, 

organisasi,protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan 
dan keuangan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 

bidang umum, organisasi,protokol, komunikasi pimpinan, 
perencanaan dan keuangan; 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, 
organisasi,protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan 

dan keuangan; 

e. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN 
pada instansi daerah;dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya; 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Administrasi Umum 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan kebijakan daerah di bidang umum, 
organisasi, protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan 

dan keuangan; 

c. menyusun kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, 

protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan dan 
keuangan; 



d. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
PerangkatDaerah di bidang umum, organisasi, protokol, 

komunikasi pimpinan, perencanaan dan keuangan; 

e. melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, 
organisasi, protokol, komunikasi pimpinan, perencanaan 
dan keuangan; 

f. melaksnakan penyiapan pelaksanaan pembinaan 
administrasi dan ASN pada instansi daerah; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan 

kegiatan tata usaha, kepegawaian, umum, rumah tangga 
dan perlengkapan; 

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan 
kegiatan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah, 
analisis jabatan, tata laksana, kinerja dan reformasi 

birokrasi; 

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan 

kegiatan perencanaan dan keuangan lingkup Sekretariat 
Daerah; 

j. memberikan saran pertimbangan dan telaahan kepada 

atasan sesuai bidang tugasnya; 

k. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi urusan 
Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki; 

l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait; 

m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas. 

(4) Unsur-unsur Organisasi Asisten Administrasi Umum terdiri 
atas: 

a. BagianUmum; 
b. Bagian Organisasi; 

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

 

Paragraf 6 
Bagian Umum  

 
Pasal 26 

 

(1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan, pengoordinasian kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang 

tata usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha 
Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum dan 

rumah tangga pimpinan; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut: 



a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata 
usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha 

Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum 
dan rumah tangga pimpinan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 
di bidang tata usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata 
usaha sekretariat daerah, kepegawaian, perlengkapan, 

umum dan rumah tangga pimpinan; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang tata usaha pimpinan, tata 

usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat Daerah, 
kepegawaian, perlengkapan, umum dan rumah tangga 

pimpinan; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata 
usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha 

Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum 
dan rumah tangga pimpinan; 

e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang tata 
usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha 
Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum 

dan rumah tangga pimpinan; dan 
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Umum mempunyai uraian 

tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang 
tata usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha 

Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum 
dan rumah tangga pimpinan; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 

teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha 
pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha sekretariat 

daerah dan  kepegawaian; 

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata 
usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha 

Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum 
dan rumah tangga pimpinan 

d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 
kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, tata usaha staf 
ahli, tata usaha Sekretariat Daerah, kepegawaian, 

perlengkapan, umum dan rumah tangga pimpinan; 

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang tata usaha pimpinan, tata 

usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat Daerah, 
kepegawaian, perlengkapan, umum dan rumah tangga 

pimpinan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata 
usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha 

Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum 
dan rumah tangga pimpinan; 



g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang 
tata usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha 

Sekretariat Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum 
dan rumah tangga pimpinan; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam 
rangka pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha 
pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat 

Daerah, kepegawaian, perlengkapan, umum dan rumah 
tangga pimpinan; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta 

evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha 
pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat 

Daerah dan  kepegawaian; 

j. melaksanakan  koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait di bidang tugasnya; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4) Bagian Umum terdiri dari: 

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 

b. Sub Bagian Perlengkapan;dan 

c. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga. 

 
Pasal 27 

 
(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 

program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tata 
usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat 
Daerah dan Kepegawaian. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di atas, Sub Bagian Tata Usaha dan 

Kepegawaianmempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha pimpinan, 

tata usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat Daerah dan 
Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; 

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha 
pimpinan, tata usaha staf ahli, tata usaha Sekretariat 

Daerah dan Kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai 

bidang tugasnya; 

d. menghimpun dan mengolah surat masuk, surat keluar, 

ketatausahaan, kearsipan dan ekspedisi serta 
telekomunikasi; 



e. memberikan pelayanan pengiriman dan penyampaian 
telekomunikasi; 

f. melaksanakan penomoran surat bupati/wakil bupati, staf 
ahli dan Sekretariat Daerah; 

g. memberikan pelayanan administratif kepada 
Bupati/Wakil Bupati, staf ahli bupati dan seluruh pegawai 
struktural serta fungsional lingkup Sekretariat Daerah; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan 
kepegawaian Bupati/Wakil Bupati, staf ahli bupati dan 
seluruh pegawai struktural serta fungsional lingkup 

Sekretariat Daerah; 

i. menyiapkan bahan pembinaan dan pemeliharaan arsip 

aktif Bupati/Wakil Bupati, staf ahli bupatidan lingkup 
Sekretariat Daerah; 

j. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang 

meliputi bazzeting, DUK, data pegawai, pengarsipan 
berkas pegawai; 

k. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi 
pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan 
pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pensiun, 

cuti dan pemindahan serta memproses pemindahan 
pegawai di lingkup setda; 

l. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta 
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup 

Sekretariat Daerah; 

m. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak 
Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara lingkup Sekretariat 

Daerah; 

n. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan 
pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar 

diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi 
yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan 

ketentuan yang berlaku; 

o. menyiapkan daftar absensi apel bersama dan 
melaksanakan evaluasi absensi apel pagi serta absensi 

harian pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah; 

p. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan 

yang berhubungan dengan kegiatan tata usaha pimpinan, 
staf ahli bupati dan seluruh pegawai struktural serta 
fungsional lingkup Sekretariat Daerah; 

q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan tata 
usaha pimpinan, staf ahli bupati dan seluruh pegawai 
struktural serta fungsional lingkup Sekretariat Daerah; 

r. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan administrasi dan 
perjalanan pimpinan; 

s. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal perjalanan 
pimpinan lingkup Sekretariat Daerah; 



t. menyiapkan  administrasi, transportasi dan akomodasi 
perjalanan pimpinan lingkup Sekretariat Daerah; 

u. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya 

v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 28 

 
(1) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, 
pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 
pengelolaan perlengkapan dan aset lingkup Sekretariat 

Daerah. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Perlengkapan mempunyai uraian tugas 
sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang  perlengkapan; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis  penyelenggaraan kegiatan pengelolaan, 

pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan 
perlengkapan serta aset  lingkup Sekretariat Daerah; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai bidang 
tugasnya; 

d. melaksanakan kegiatan pengamanan, pemeliharaan sarana 
dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup 
Sekretariat Daerah; 

e. menghimpun dan mengolah data rencana pemeliharaan, 
perawatan perlengkapan dan aset  lingkup Sekretariat 

Daerah; 

f.  melaksanakan kegiatan pengadaan perlengkapan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta  Sekretariat Daerah; 

g. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, 
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala 

Daerah dan Wakil serta Sekretariat Daerah serta 
kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan; 

h. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, 

menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas 
Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas Sekretariat 
Daerah; 

i.  melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk 
mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta 

Sekretariat Daerah; 



j.  menyiapkan bahan, menghimpun dan mengolah data 
rencana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan di 

lingkup Sekretariat Daerah; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendistribusian 

perlengkapan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 
tugas Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah; 

l.  menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan, 

perawatan perlengkapan dan aset  lingkup Sekretariat 
Daerah; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 
kegiatan pengelolaan,pemeliharaan, perawatan 

perlengkapan dan aset  lingkup Sekretariat Daerah; 

n. melaksanakan monitoring  dan evaluasi pelaksanaan  
kegiatan pengelolaan, pendistribusian, pemeliharaan dan 

perawatan perlengkapan serta aset  lingkup Sekretariat 
Daerah; 

o. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan administratif 
kepada seluruh unit kerja di bidang pengelolaan 
perlengkapan  lingkup Sekretariat Daerah; 

p. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas;dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

 
Pasal 29 

 
(1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 

program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang umum dan rumah tangga pimpinan. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di atas, Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan umum dan rumah tangga 

pimpinan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis penyelenggaraan umum dan rumah tangga 

pimpinan; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai 

bidang tugasnya; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan kegiatan umum dan rumah tangga 
pimpinan; 



e. menghimpun dan mengolah data rencana kebutuhan 
umum dan rumah tangga pimpinan; 

f. menghimpun dan mengolah data barang inventaris rumah 
tangga pimpinan baik yang bergerak maupun tidak 

bergerak termasuk ruang rapat;  

g. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan 
kebutuhan serta  pengelolaan perlengkapan rumah tangga 

pimpinan, fasilitas angkutan, kegiatan resmi acara 
pimpinan dan pertemuan kedinasan; 

h. melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan 

Wakil Bupati serta penghasilan lainnya yang ditetapkan 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

i. mengatur kebersihan dan pengamanan kantor lingkup 
Sekretariat Daerah, pelayanan penggunaan ruang rapat, 
penerangan, air bersih, penyejuk udara dan teleponkantor 

lingkup Sekretariat Daerah; 

j. memberikan dan menyiapkan pelayanan fasilitas 

akomodasi dan konsumsi aparat/tamu pemerintah 
kabupaten; 

k. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi permasalahan 

yang berhubungan dengan kegiatan umum dan rumah 
tangga pimpinan; 

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  

kegiatan umum dan rumah tangga pimpinan; 

m. menyiapkan bahan dan fasilitasi pinjam pakai kendaraan 

operasional dan gedung lingkup Sekretariat Daerah untuk 
kegiatan kedinasan dan kemasyarakatan; 

n. menyiapkan administrasi dan memproses hak sewa dan 

hak pakai barang milik daerah lingkup Sekretariat Daerah 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

o. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 

p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 
 

Paragraf 7 
Bagian Organisasi 

 

Pasal 30 
 

(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, 
analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan 

reformasi birokrasi. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata 
laksana, kinerja dan reformasi birokrasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, 
pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi 
birokrasi; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, analisis 

jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan 
reformasi birokrasi; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, 
pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi 

birokrasi; dan  

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Organisasi mempunyai 
uraian tugas sebagai berikut : 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan di bidang 
kelembagaan, ketatalaksanaan serta analisis dan formasi 

jabatan;  

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis 
kegiatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta 

analisis dan formasi jabatan;  

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di 
bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, 

tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi: 

d. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, 
pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan reformasi 
birokrasi; 

e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang kelembagaan, analisis 

jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja dan 
reformasi birokrasi; 

f. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, 
analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja 
dan reformasi birokrasi; 

g. menghimpun data dan informasi terkait kelembagaan, 
analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja 

dan reformasi birokrasi; 



h. melaksanakan penyusunan, penataan struktur dan SOTK 
organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

i. melaksanakan penyusunan perumusan tugas dan fungsi 

jabatan organisasi Perangkat Daerah; 

j. melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah 
dan unit pelaksana teknis daerah; 

k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, Standar 
Kompetensi Jabatan (SKJ) dan evaluasi jabatan; 

l. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, 

jam kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pola 
hubungan kerja; 

m. melaksanakan pembinaan  di bidang pelayanan publik 
dan ketatalaksanaan; 

n. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyususnan 

Standar  Pelayanan Publik; 

o. menyusun kebijakan teknis peningkatan kinerja dan 

reformasi birokrasi; 

p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan road map 

reformasi birokrasi; 

q. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

r. melaksanakan  koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait di bidang tugasnya; 

s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugas. 

 

(4) Bagian Organisasi terdiri dari:  

a.  Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;dan 

c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 
 

Pasal 31 

 
(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang kelembagaan dan analisis jabatan pada Perangkat 

Daerah. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  



a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang  kelembagaan dan  

analisis jabatanPerangkat Daerah; 

b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis 

kegiatan di bidang  kelembagaan dan  analisis jabatan; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang  

kelembagaan dan  analisis jabatan; 

d. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja (SOTK)Perangkat Daerah dan unit kerjanya; 

e. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi 
jabatan organisasi Perangkat Daerah dan unit kerjanya; 

f. menyiapkan bahan, melaksanakan penataan dan evaluasi 
kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis 
daerah; 

g. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan 
organisasi Perangkat Daerah; 

h. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah; 

i. menghimpun dan mengolah data serta informasi 
kelembagaan Perangkat Daerah, analisis jabatan, analisis 

beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi 
jabatan serta formasi jabatan; 

j. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan 

evaluasi jabatan; 

k. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan formasi 

jabatan; 

l. menyiapkan bahan penyusunan draf/rancangan 
peraturan daerah, peraturan bupati dan surat keputusan 

terkait struktur, SOTK, uraian tugas dan fungsi organisasi 
Perangkat Daerah dan unit kerjanya; 

m. menyiapkan bahan penyusunan draf/rancangan 

peraturan daerah, peraturan bupati dan surat keputusan 
terkait analisis jabatan, analisis beban kerja, formasi 

jabatan, Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan evaluasi 
jabatan; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kelembagaan 

Perangkat Daerah terkaitpelaksanaan tupoksi serta  
pemanfaatan hasil analisis jabatan dalam rangka 

pembinaan; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi 
permasalahan kelembagaan dan analisis 

JabatanPerangkat Daerah; 

p. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 



Pasal 32 
 

(1) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai 
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 

program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang pelayanan publik dan tata laksana. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan publik dan 
tata laksana; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang  pelayanan 
publik dan tata laksana; 

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang  

pelayanan publik dan tata laksana; 

d. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, 
jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola 

hubungan kerja; 

e. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di 
bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit 

kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

f. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan 
Standar Pelayanan Publik; 

g. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing 
Perangkat Daerah; 

h. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

i. menyiapkan bahan persiapan penilaian penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan 
publik; 

k. menyiapkan bahan dan menghimpun data Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM); 

l. melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 

m. menghimpun, mengolah data dan menyusun norma, 

standar, prosedur dan kriteria di bidang tata laksana 
pemerintahan; 

n. menyiapkan bahan  dan melaksanakan sosialisasi 

kebijakan penetapan norma, standar, prosedur dan 
kriteria di bidang tata laksana pemerintahan; 

o. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan di bidang pelayanan publik dan tata 
laksana; 



p. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 33 

 
(1) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai 

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaankegiatan di bidang 

peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di atas, Sub Bagian Kinerja dan Reformasi 

Birokrasimempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan kinerja 
dan reformasi birokrasi; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis 

penyelenggaraan kegiatan di bidang  peningkatan kinerja 
dan reformasi birokrasi; 

c. menyiapkan bahan,melaksanakan koordinasi dan 

pembinaan pelaksanaan tugas PerangkatDaerah di bidang  
peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi; 

d. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja 
dan Reformasi Birokrasi; 

e. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Kabupaten; 

f. menyiapkan bahan dan menyusun road map reformasi 
birokrasi; 

g. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; 

i. menyiapkan bahan, fasilitasi dan mengoordinasikan 

penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah; 

j. menyiapkan bahan, melaksanakan pembinaan dan 

evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan budaya 
kerja organisasi; 

k. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan di bidang peningkatan kinerja dan 
reformasi birokrasi; 

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisa  

pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi 
birokrasi; 



m. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 8 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 
 

Pasal 34 

 
(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinanmempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, 
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di 

bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Bagian Protokol dan Komunikasi 
Pimpinanmempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 

protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi 

pimpinan dan dokumentasi; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan 
dan dokumentasi; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinanmempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan  di bidang 

keprotokolan dan komunikasi pimpinan;  

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan 
petunjuk teknis kegiatan keprotokolan dan komunikasi 

pimpinan; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 

fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di 
bidangkeprotokolan dan komunikasi pimpinan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan kegiatan keprotokolan  dan komunikasi 
pimpinan; 

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan  

keprotokolan, acara-acara resmi dan penerimaan tamu-
tamu resmi Pemerintah Daerah;   



f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan  
komunikasi, dokumentasi dan  naskah pidato pimpinan 

daerah; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan 

pengelolaan administrasi dan perjalanan pimpinan; 

h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan keprotokolan  dan komunikasi pimpinan; 

i. menginventarisasi permasalahan pelaksanaan kegiatan 
keprotokolan  dan komunikasi pimpinan; 

j. melaksanakan` koordinasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait di bidang tugasnya; 

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4) Bagian Protokol dan KomunikasiPimpinan terdiri dari: 

a. Sub Bagian Protokol; 

b. Sub bagian Komunikasi Pimpinan;dan 

c. Sub BagianDokumentasi Pimpinan; 

 

Pasal 35 
 

(1) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian 
dan pelaksanaankegiatan di bidang keprotokolan, komunikasi 

pimpinan dan pendokumentasian. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Protokol mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang keprotokolan; 

b. menyiapkan bahan pembinaan dan menyusun petunjuk 
teknis kegiatan di bidang keprotokolan; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan/atau  
fasilitasi keprotokolan kegiatan Pemerintah Daerah; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas keprotokolan, acara-acara resmi 
Pemerintah Daerah; 

e. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan 
tamu Pemerintah Daerah; 

f. menyiapkan bahan dan menyusun jadwal acara-acara 

resmi dan penerimaan tamu-tamu resmi Pemerintah 
Daerah; 

g. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan 

Bupati dan Wakil Bupati; 

h. menyiapkan bahan dan menginformasikan jadwal dan 

kegiatan Pemerintah Daerah; 



i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati 
dan Wakil Bupati; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan 
keprotokolan acara resmi meliputi tata tempat, tata 

upacara dan tata penghormatan; 

k. menyiapkan bahan  dan melaksanakan penerimaan tamu-
tamu daerah serta mengatur tata cara penyelenggaraan 

rapat-rapat kedinasan; 

l. menyiapkan bahan dan memberikan telaahan berkenaan 
dengan kegiatan di bidang keprotokolan; 

m. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

kegiatan keprotokolan; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan di bidang keprotokolan; 

o. menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan 
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah di bidang 

keprotokolan; 

p. menyiapkan bahan koordinasi dan harmonisasi urusan 
Perangkat Daerah sesuai kewenangan yang dimiliki; 

q. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas;dan 

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 36 

 
(1) Sub Bagian Komunikasi Pimpinanmempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 

program, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di 
bidang komunikasi pimpinan. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) di atas, Sub Bagian Komunikasi Pimpinanmempunyai 
uraian tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang Komunikasi 

Pimpinan; 

b. menyiapkan bahan pedoman dan menyusun petunjuk 
teknis pelaksanaan kegiatan komunikasi pimpinan; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 
komunikasi pimpinan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 
pelaksanaan kegiatan komunikasi pimpinan; 

e. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait 
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah; 



f. memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang 
penyampaian informasi tertentu; 

g. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-
pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas 

arahan pimpinan; 

h. menghimpun dan mengolah informasi yang yang bersifat 
penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan 

Wakil Bupati; 

i. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat; 

j. menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan; 

k. menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan Wakil 
Bupati; 

l. menghimpun, memverifikasi data dan informasi untuk 
disampaikan ke publik terkait kebijakan, program-
program, acara-acara serta kegiatan  pimpinan; 

m. melaksanakan analisis data dan informasi terkait  
kebijakan, program-program, acara-acara serta kegiatan  

pimpinan  sesuai kewenangannya; 

n. menghimpun dan menganalisa permasalahan baik dari 
instansi/lembaga, media massa atau masyarakat yang 

ditujukan pada pimpinan; 

o. menyiapkan bahan dan memberikan tanggapan/ 
penjelasan terhadap permasalahan   yang disampaikan 

baik dari masyarakat atau pihak lain yang ditujukan pada 
pimpinan; 

p. melaksanakan pengembangan sistem kegiatan 
komunikasi pimpinan sesuai dengan kewenangannya; 

q. melaksanakan pengelolaan data kegiatan komunikasi 

pimpinan; 

r. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan 
peningkatan Sumber Daya Manuasi (SDM) di bidang  

komunikasi pimpinan; 

s. menyusun perencanaan pengembangan sarana dan 

prasarana penyelenggaraan kegiatan  komunikasi  
pimpinan; 

t. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi  terkait 

pelaksanaan kegiatan  komunikasi pimpinan; 

u. melaksanakan evaluasi dan menginventarisasi 

permasalahan kegiatan  komunikasi pimpinan; 

v. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 37 



 
(1) Sub Bagian DokumentasiPimpinan mempunyai tugas 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan 
program, pengoordinasian dan pelaksanaankegiatan di bidang 

dokumentasi pimpinan. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian DokumentasiPimpinanmempunyai uraian 

tugas sebagai berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang dokumentasi 

pimpinan; 

b. menyiapkan bahan pedoman dan menyusun petunjuk 

teknis pelaksanaan kegiatan dokumentasi pimpinan; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

dokumentasi pimpinan; 

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan kegiatan dokumen   pimpinan; 

e. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati 
atau yang mewakili; 

f. menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati; 

g. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati 
dan Wakil Bupati atau yang mewakili; 

h. melaksanakan pengelolaan data kegiatan 
pendokumentasian pimpinan; 

i. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan 
peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang  
pendokumentasian  pimpinan; 

j. menyusun perencanaan pengembangan sarana dan 
prasarana penyelenggaraan kegiatan  pendokumentasian 
pimpinan; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi  terkait 
pelaksanaan kegiatan  pendokumentasian pimpinan; 

l. melaksanakan evaluasi dan menginventarisasi 
permasalahan kegiatan  pendokumentasian  pimpinan; 

m. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 

n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya.  

 

 

Paragraf 9 

Bagian Perencanaan dan Keuangan 
 

Pasal 38 
 



(1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, 
keuangan dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Bagian Perencanaan dan Keuanganmempunyai fungsi 
sebagai berikut: 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan 

daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan 
lingkup Sekretariat Daerah; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan 
pelaporan lingkup Sekretariat Daerah; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, 

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 
perencanaan, keuangan dan pelaporan lingkup 

Sekretariat Daerah; dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugas dan fungsinya. 

(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Perencaaan dan Keuangan 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. menyusun program penyelenggaraan kegiatan pengelolaan 
keuangan, perencanaan dan pelaporan lingkup 

Sekretariat Daerah; 

b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk 
teknis kegiatan pengelolaan keuangan, perencanaan dan 

pelaporan lingkup Sekretariat Daerah; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 

fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai 
bidang tugasnya; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 

kegiatan di bidang pengelolaan keuangan lingkup 
Sekretariat Daerah; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 
kegiatan di bidang perencanaan lingkup Sekretariat 
Daerah; 

f. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan 
kegiatan di bidang pelaporan lingkup Sekretariat Daerah; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan 

keuangan dan penatausahaan Barang Milik Daerah 
(BMD)lingkup Sekretariat Daerah; 

h. menyelenggarakan pengujian atas kebenaran Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) lingkup Sekretariat Daerah; 



i. menyelenggarakan pembayaran gaji dan tunjangan 
pegawai lingkup Sekretariat Daerah serta penghasilan 

lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; 

j. menyelenggarakan pembayaran 

kegiatan/keperluan/kebutuhan lainnya lingkup 
Sekretariat Daerah; 

k. menyelenggarakan pengujian dan pengelolaan terhadap 

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti 
pengeluaran uang lingkup Sekretariat Daerah; 

l. melaksanakan inventarisasi data aset yang bergerak 

maupun tidak bergerak lingkup Sekretariat Daerah; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang 
perencanaan, keuangan dan pelaporan Sekretariat 
Daerah; 

n. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP); 

o. menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan 
penyusunan rencana kegiatan kedalam bentuk RKA/DPA 

dan DPPA lingkup Sekretariat Daerah; 

p. melaksanakan  koordinasi dan kerjasama dengan instansi 
terkait di bidang tugasnya; 

q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

(4) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari: 

a. Sub BagianPerencanaan; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Pelaporan. 

 

Pasal 39 

 
(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan 

bahan perumusan kebijakan, penyusunan program, 

pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
keuangan Sekretariat Daerah.  

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Perencanaanmempunyai uraian tugas sebagai 
berikut: 

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang 
perencanaan keuangan Sekretariat Daerah; 

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 
teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan; 



c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai 

bidang tugasnya; 

d. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Sekretariat 

Daerah yang meliputi penyusunan rencana strategis 
(Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja 
Anggaran (RKA); 

e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistensi dan 
verifikasi RKA, DPA, DPPA Sekretariat Daerah; 

f. menyusun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah; 

g. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistensi 
penyusunan rencana anggaran bulanan/triwulan dan 

rencana anggaran tidak langsung Sekretariat Daerah; 

h. menghimpun dan melaksanakan pengelolaan data terkait 
dengan kegiatan perencanaan; 

i. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan 
mengindentifikasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan kegiatan perencanaan  Sekretariat 
Daerah; 

j. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan 

perencanaan; 

k. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 40 
 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian 
dan pelaksanaankegiatan di bidang pengelolaan keuangan 

Sekretariat Daerah. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub Bagian Keuanganmempunyai uraian tugas sebagai 

berikut:  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 

penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan 
keuangan Sekretariat Daerah; 

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan 
Sekretariat Daerah; 

c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 

fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai 
bidang tugasnya; 

d. melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat 
Daerah; 



e. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah 
(BMD) pada Sekretariat Daerah; 

f. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan 
dan anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah; 

g. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di 
lingkungan Sekretariat Daerah; 

h. melaksanakan sistem pengendalian intern; 

i. memverifikasiadministrasi Surat Permintaan Pembayaran 
(SPP) lingkup Sekretariat Daerah; 

j. menyiapkan bahan pengajuan  SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU 

dan SPP-LS di lingkup Sekretariat Daerah; 
k. melaksanakan pemotongan gaji/honor sesuai ketentuan 

yang berlaku dan menyetorkan ke kas daerah; 
l. menyelenggarakan pembukuan realisasi anggaran secara 

sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; 

m. memverifikasi dan mengelola Surat Pertanggungjawaban 
(SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang lingkup 

Sekretariat Daerah; 
n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi 

pembayaran belanja lingkup Sekretariat Daerah; 

o. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan 
kegiatan/keperluan/kebutuhan lainnya lingkup 
Sekretariat Daerah; 

p. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan 
penggunaan anggaran lingkup Sekretariat Daerah; 

q. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran lingkup Sekretariat Daerah; 

r. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data 

keuangan lingkup Sekretariat Daerah; 
s. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat 

perbendaharaan lingkup Sekretariat Daerah; 

t. menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan 
keuangan Sekretariat Daerah; 

u. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait di bidang tugasnya; 

v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
 

Pasal 41 

(1) Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan, penyusunan program, pengoordinasian 
dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelaporanLingkup 

Sekretariat Daerah. 

(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sub BagianPelaporan mempunyai uraian tugas sebagai 
berikut :  

a. menyiapkan bahan dan menyusun program 
penyelenggaraan kegiatan di bidang pelaporan Sekretariat 
Daerah; 

b. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk 
teknis pelaksanaan kegiatan pelaporan lingkup 

Sekretariat Daerah; 



c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi dan 
fasilitasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sesuai 

bidang tugasnya 
d. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah(LKjIP) Sekretariat Daerah; 
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bagian-

bagian lingkup Sekretariat Daerah; 

f. menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat 
Daerah; 

g. menyusun bahan laporan SPIP; 

h. menyusun bahan laporan keuangan Sekretariat Daerah; 
i. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan 

pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data; 
j. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi; 
k. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan 

informasi; 
l. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi; 

m. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan 
laporan akuntabilitas, laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan laporan-laporan lainnya lingkup 

Sekretariat Daerah; 
n. menghimpun dan menyiapkan  bahan untuk 

mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi 

keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan lingkup 
Sekretariat Daerah; 

o. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut 
hasil pemeriksaan; 

p. menyiapkan bahan, menginventarisasi dan 

mengindentifikasi permasalahan-permasalahan kegiatan 
pelaporan Sekretariat Daerah; 

q. menyiapkan bahan  koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait di bidang tugasnya; 
r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas; dan 
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

BAB III 

TATA KERJA 

Pasal  42 
 

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Bupati. 

(2) Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dipimpin oleh 
seorang Asisten yang bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Daerah. 

(3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang 
membidangi. 



(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bagian masing-masing.  

 

Pasal  43 
 
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi 

dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat 
Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun 

antar satuan organisasi. 
 

Pasal  44 
 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat 

Daerah kabupaten wajib mengawasi bawahannya masing-masing 
sesuai dengan fungsi pengawasan melekat. 

 

Pasal  45 
 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat 
Daerah kabupaten wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. 

 

Pasal  46 

 
Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili 
pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah dilaksanakan 

menurut ketentuan sebagai berikut : 

a. dalam hal Bupati/wakil Bupati berhalangan, Sekretaris 
Daerah melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka ditunjuk 

salah seorang Asisten Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang 
mewakili Sekretaris Daerah; 

c. dalam hal salah seorang Asisten Sekretaris Daerah 

berhalangan, maka ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah 
lainnya untuk melaksanakan tugas Asisten yang berhalangan 

tersebut; 
d. dalam hal Kepala Bagian berhalangan, maka ditunjuk salah 

seorang Kepala Bagian di Sekretariat Daerah atau Kepala Sub 

Bagian di lingkungan bagian yang bersangkutan sebagai 
pejabat yang mewakili Kepala Bagian. 

 

Pasal 47 
 

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili 
pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalamPasal 46 ditetapkan berdasarkan 

ketentuanperaturan perundang-undangan. 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 



Pasal 48 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, 
Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat 

Daerahini, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-
Unsur Organisasi Sekretariat Daerah(Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 69), dinyatakan dicabut dan 
tidak berlaku. 

Pasal 49 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
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